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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum
pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial
berskala besar. 2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemerintah
pusat dalam penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar
berdasarkan perspektif hak asasi manusia ke masa yang akan datang. Adapun
perumusan masalah yang akan dikaji mengenai 1) bagaimana pengaturan hukum
kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan
pembatasan sosial berskala besar; 2) bagaimana kewenangan pemerintah pusat
terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar dalam
perspektif hak asasi manusia ke masa yang akan datang. Metode yang digunakan
adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)
mengenai Pengaturan Hukum kewenangan pemerintah pusat tentang penetapan
karantina wilayah di Indonesia saat ini harus di lakukan dengan selektif dimana
kasus Pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis dan kedaruratan yang
termasuk ke dalam welfare emergency. Sifat kedaruratan Covid-19 tidak hanya
bagi kesehatan, melainkan juga terhadap perekonomian secara bersamaan sebagai
akibat belum ditemukan analisis secara pasti, kapan pandemi Covid-19 berakhir.;
2) Kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan
PSBB berdasarkan HAM di masa yang akan datang harus memperhatikan hak
setiap manusia dimana Pembatasan Hak Asasi Manusi dalam keadaan darurat
dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat
dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan
derogable right (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), tidak dibenarkan
pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan non-

derogable right (hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan
apapun).
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